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PERATURAN BERSAMA 

MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL 
DAN 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 011111/PBI2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL 
DAN 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 41 Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka 
Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan 
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka 
Kreditnya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
3890); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4844); 



4. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4586); 

5. Peraturan Pernerintah Nornor 4 Tahun 1966 tentang 
PemberhentianlPemberhentian Sernentara Pegawai Negeri 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nornor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 2797); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 
3098), sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor 24); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1994 Nornor 22, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Nornor 3547), sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tahun 2010 (Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2010 Nornor 51, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nornor 5121); 

8. Peraturan Pernerintah Nornor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4017), sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 32, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4193); 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan 
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4019); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pernindahan, dan Pernberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4263), 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 63 
Tahun 2009 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 
Nornor 164); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2005 Nornor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4496); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nornor 194, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4941); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nornor 5105), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Nornor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2010 Nornor 112, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 51 57); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 51 35); 

15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

16. Keputusan Presiden Nomor 731M Tahun 2007 mengenai 
Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 
Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu II; 

18. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Negara Republik Indonesia; 

19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan 
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 
Nasional. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA 
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 
1. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional 

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan 
wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik 
dan manajerial pada satuan pendidikan. 

2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi 
tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan 
manajerial pada satuan pendidikan. 

3. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanaklraudhatul athfal, 
sekolah dasarlmadrasah ibtidaiyah, sekolah menengah 
pertamalmadrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah 
aliyah, sekolah menengah kejuruanlmadrasah aliyah kejuruan, 
pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat. 



4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Sekolah dalam 
menyusun program pengawasan, melaksanakan program 
pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan 
melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru. 

5. pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam 
rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan 
keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam 
rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah. 

6. Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang 
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja 
Pengawas Sekolah. 

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh 
seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier 
kepangkatan dan jabatannya. 

8. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang 
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

9. Pejabat pembina kepegawaian pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, 
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan 
Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 
Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat 
struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian 
NegaralLembaga Pemerintah Non Kementerian. 

10. Pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi adalah Gubernur. 
11. Pejabat pembina kepegawaian daerah KabupatenIKota adalah 

BupatilWalikota. 
12. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, 

daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah 
perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana 
alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan 
darurat lain. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, 

BEBAN KERJA, DAN BIDANG PENGAWASAN 

Pasal 2 

(1) Pencawas Sekolah berkedudukan sebaqai pelaksana teknis 
funisional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada 
sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. 

(2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang 
berstatus sebagai PNS. 



Pasal 3 

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas 
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang 
meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, 
pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 
penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi 
hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas 
kepengawasan di daerah khusus. 

Pasal 4 

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang 
termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. 

Pasal 5 

(1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh 
setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan 
pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah 
binaan. 

(2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah sebagai berikut: 

a. untuk taman kanak-kanaklraudathul athfal dan sekolah 
dasarlmadrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan 
danlatau 60 (enam puluh) Guru; 

b. untuk sekolah menengah pertamalmadrasah tsanawiyah dan 
sekolah menengah ataslmadrasah aliyahlsekolah menengah 
kejuruanlmadrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan 
pendidikan danlatau 40 (empat puluh) Guru mata 
pelajaranlkelompok mata pelajaran; 

c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan 
danlatau 40 (empat puluh) Guru; dan 

d. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 
(empat puluh) Guru bimbingan dan konseling. 

(3) Untuk daerah khusus, beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan 
secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan. 

Pasal 6 

Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak- 
kanaklraudhatul athfal, sekolah dasarlmadrasah ibtidaiyah, 
pengawasan rumpun mata pelajaranlmata pelajaran, pendidikan luar 
biasa, dan bimbingan konseling. 



BAB Ill 
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA 

(1) lnstansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah 
Kementerian Pendidikan Nasional. 

(2) lnstansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas membina jabatan fungsional Pengawas Sekolah menurut 
peraturan perundang-undangan dengan fungsi, antara lain: 
a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional 

Pengawas Sekolah; 
b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas 

Sekolah; 
c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas 

Sekolah; 
d. rnengushkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah; 
e. melakukan sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah 

serta petunjuk pelaksanaannya; 
- 

f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis 
fungsional Pengawas Sekolah; 

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis 
fungsional Pengawas Sekolah; 

h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah; 

i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah; 

j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan 
kode etik jabatan fungsional Pengawas Sekolah; 

k. melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansi 
pengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjuk 
teknis; dan 

l, melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah. 

BAB IV 
JENJANG JABATANIPANGKAT 

Pasal 8 

(1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah merupakan jabatan tingkat 
keahlian. 

(2) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah 
sampai dengan yang tertinggi, yaitu: 
a. Pengawas Sekolah Muda; 
b. Pengawas Sekolah Madya; dan 
c. Pengawas Sekolah Utama. 



(3) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: 
a. Pengawas Sekolah Muda: 

1. Penata, golongan ruang Illlc; dan 
2. Penata Tingkat I, golongan ruang Ill ld. 

b. Pengawas Sekolah Madya: 
1. Pembina, golongan ruang IVIa; 
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb; dan 
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc. 

c. Pengawas Sekolah Utama: 
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 
2 .  Pembina Utama, golongan ruang IVle. 

(4) Jenjang jabatanlpangkat Pengawas Sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), adalah jenjang jabatanlpangkat 
berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing- 
masing jenjang jabatan. 

(5) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah 
ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
sehingga dimungkinkan jabatanlpangkat tidak sesuai dengan 
jabatanlpangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

BAB V 
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Pasal 9 

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah, adalah: 
a. Pendidikan, meliputi: 

1. mengikuti pendidikan dan memperoleh gelarhjazah; 
2. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon 

Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan (S'TTPP); dan 

3. mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah serta 
mernperoleh SlTPP. 

b. Pengawasan akademik dan manajerial, meliputi: 
1. penyusunan program; 
2. pelaksanaan program; 
3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; 
4. membimbine, dan melatih profesional Guru; dan 
5. pelaksanaan-tugas kepengawasan di daerah khusus. 

c. Pengembangan profesi, meliputi: 
1. menyusun karya tulis ilmiah; dan 
2. membuat karya inovatif. 

d. Penunjang tugas Pengawas Sekolah, meliputi: 
1. peran serta dalam seminarllokakarya di bidang pendidikan 

formal/kepengawasan sekolah; 
2. keanggotaan dalam organisasi profesi; 
3. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional 

Pengawas Sekolah; 



4. melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah; 
5. mendapat penghargaanltanda jasa; dan 
6. memperoleh gelarlijazah yang tidak sesuai dengan bidang 

yang diampunya. 

BAB VI 
RlNClAN KEGIATAN JENJANG JABATAN 

Pasal 10 

Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, 
sebagai berikut: 
1. Pengawas Sekolah Muda: 

a. menyusun program pengawasan; 
b, melaksanakan pembinaan Guru; 
c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, dan standar penilaian; 
d. melaksanakan penilaian kinerja Guru; 
e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan 

pada sekolah binaan; 
f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional 

Guru di KKGIMGMPIMGP dan sejenisnya; 
g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; 

dan 
h. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional 

Guru. 
2. Pengawas Sekolah Madya: 

a. menyusun program pengawasan; 
b. melaksanakan pembinaan Guru danlatau kepala sekolah; 
c.  memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, dan standar pembiayaan dan standar penilaian 
pendidikan; 

d. melaksanakan penilaian kinerja Guru danlatau kepala sekolah; 
e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan 

pada sekolah binaan; 
f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional 

Guru danlatau kepala sekolah di KKGIMGMPIMGP danlatau 
KKKSIMKKS dan sejenisnya; 

g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru 
danlatau kepala sekolah; 

h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah 
dalam rnenyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan 
dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan 
manajemen; 

i. mengevaluasi hasil pernbimbingan dan pelatihan profesional 
Guru danlatau kepala sekolah; dan 

j. membimbing Pengawas Sekolah Muda dalam melaksanakan 
tugas pokok. 



mgawas Sekolah Utama: 
menyusun program pengawasan; 
melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah; 
memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar 
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, dan standar pembiayaan dan standar penilaian 
pendidikan; 
melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah; 
melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan 
pada sekolah binaan; 
mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat 
KabupatenIKota atau Provinsi; 
menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional 
Guru dan kepala sekolah di KKGIMGMPIMGP danlatau 
KKKSIMKKS dan sejenisnya; 
melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru 
dan kepala sekolah; 
melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah 
dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan 
dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan 
manajemen; 
mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional 
Guru dan kepala sekolah; 
membimbing Pengawas Sekolah Muda dan Pengawas Sekolah 
Madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan 
melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru 
dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. 

BAB VII 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

Bagian pertama 
Pejabat yang berwenang mengangkat 

Pasal 11 

Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Penetapan Surat Keputusan 

Pengangkatan dalam Jabatan 

Pasal 12 

(1) Pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang 
berwenang. 



( 2 )  Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah dapat menunjuk pejabat lain di 
Ungkungannya. 

(3) Surat keputusan pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah tidak dapat berlaku surut. 

Bagian Ketiga 
Persyaratan 

Pengangkatan dalam Jabatan 

Pasal 13 

(1) Persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah, sebagai berikut: 
a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik 

dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun 
atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 
sekolahlmadrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai 
dengan satuan pendidikannya masing-masing; 

b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)lDiploma IV bidang 
pendidikan; 

c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang 
pengawasan; 

d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang Illlc; 
e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 
f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah; 
g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan 

memperoleh S T P P ;  dan 
h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai 
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

( 2 )  Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungional 
Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka 
kredit jabatan fungsional Guru. 

(3) Surat Keputusan pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah dibuat dengan menggunakan contoh formulir 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bersama ini. 

Bagian Keempat 
Formasi Jabatan 

Pasal 14 

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
pengangkatan Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah dengan ketentuan, sebagai berikut: 



a. Pengangkatan Guru PNS Pusat dalam jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri 
yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur 
negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara; 

b. Pengangkatan Guru PNS Daerah dalam jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai forrnasi jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis 
dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan 
aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 

( 2 )  Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), berdasarkan beban kerja Pengawas 
Sekolah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I), diatur 
sebagai berikut: 
a, jumlah seluruh satuan pendidikan di ProvinsiIKabupatenIKota 

dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau 
b. jurnlah seluruh Guru di Provinsi/Kabupaten/Kota dibagi 

sasaran Guru yang dibina. 

BAB Vl l l 
PENllAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 15 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan anska kredit, setiap 
Pengawas Sekolah wajib rnencatat dan rnenginventarisasi sernua 
kegiatan yang dilakukan. 

(2 )  Hasil inventarisasi kegiatan dituangkan dalam bentuk Daftar Usul 
Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang I 
(satu) kali dalam setahun. 

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilakukan 
paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. 

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan 
jabatanlpangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 
3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan 

paling lambat bulan Januari tahun yang bersanskutan; dan 
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit 

ditetapkan paling larnbat bulan Juli tahun yang bersangkutan. 



Bagian Pertarna 
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 

Pasal 16 

Pejabat yang berwenang rnenetapkan angka kredit, adalah: 
a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk 

setingkat eselon I bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina 
Tingkat I, golongan ruang IVlb sarnpai dengan Pengawas Sekolah 
Utarna, pangkat Pernbina Utarna, golongan ruang IVIe di 
lingkungan instansi pusat dan daerah. 

b. Direktur Jenderal Kernenterian Agarna yang mernbidangi 
pendidikan bagi Pensawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina, 
golongan ruang IVIa di lingkungan Kementerian Agama. 

c. Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agarna Provinsi bagi Pengawas 
Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang I l l lc dan pangkat 
Penata Tingkat I, golongan ruang I l l ld  di lingkungan Kantor 
Wilayah Kementerian Agarna. 

d. Gubernur atau Kepala Dinas yang rnembidangi pendidikan bagi 
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golonsan ruang Il l lc 
sarnpai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina, 
golongan ruang IVIa di lingkungan Provinsi; 

e. BupatiIWalikota atau Kepala Dinas yang rnembidangi pendidikan 
bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang 
I l l lc sarnpai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang IVIa di lingkungan KabupatenlKota. 

f. Pirnpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi 
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golonsan ruang l l l lc 
sarnpai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang IVIa di lingkungan instansi pusat di luar 
Kernenterian Agarna. 

Pasal 17 

(1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang 
berwenang rnenetapkan angka kredit sebagairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 16 harus membuat spesirnen tanda tangan dan 
disarnpaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian NegaraIKepala 
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 

(2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang rnenetapkan 
angka kredit, spesirnen tanda tangan pejabat yang rnenggantikan 
tetap harus dibuat dan disarnpaikan kepada Kepala Badan 
Kepesawaian Negara IKantor Regional Badan Kepegawaian Negara 
yang bersanskutan. 



Pasal 18 

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berhalangan sehingga tidak 
dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4), maka 
penetapan angka kredit dapat dilakukan oleh atasan pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat lain satu tingkat 
dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang 
pendidikan nonforrnal dan informal setelah mendapatkan delegasi 
atau kuasa dari atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredit atau pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

Bagian Kedua 
Tim penilai 

Pasal 19 

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
dibantu oleh: 
a. Tim penilai Kementerian Pendidikan Nasional atau pejabat lain 

yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan Nasional 
yang selanjutnya disebut tirn penilai Pusat. 

b. Tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Aqama baqi 
~ i r e k k r  Jenderal Kementerian Agama yang membidanii 
pendidikan yang selanjutnya disebut tirn penilai Kementerian 
Agama. 

c.  Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya tirn penilai 
Kantor Wilayah. 

d. Tim penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang 
membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tirn penilai 
Provinsi. 

e. Tim penilai KabupatenIKota bagi BupatitWalikota atau Kepala 
Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tirn 
penilai KabupatenIKota. 

f. Tim penilai lnstansi Pusat di luar Kementerian Agama bagi 
pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk, yang 
selanjutnya disebut tirn penilai lnstansi. 

(1) Syarat untuk menjadi anggota tirn penilai adalah: 
a. rnenduduki jabatanlpangkat paling rendah sama dengan 

jabatanlpangkat Pengawas Sekolah yang dinilai; 
b. rnemiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja 

Pengawas Sekolah; dan 
c. dapat aktif melakukan penilaian. 

(2 )  Anggota tirn penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah harus 
lulus diklat calon tirn penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri 
Pendidikan Nasional. 



(3) Masa jabatan anggota tirn penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

(4) Anggota tirn penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan 
secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melarnpaui 
masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(5) Dalam ha1 terdapat anggota tirn penilai yang berhalangan tetap, 
maka Ketua tirn penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk 
meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang 
menetapkan tirn penilai. 

(6) Dalam hal terdapat tirn penilai yang turut dinilai, Ketua tirn 
penilai dapat mengangkat anggota tirn penilai pengganti. 

(7) Susunan anggota tirn penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri 
dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional 
Pengawas Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; 
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur 

kepegawaian; dan 
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota. 

(8) Anggota tirn penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d 
paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas 
Sekolah. 

(9) Dalam hal komposisi jumlah anggota tirn penilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka 
anggota tirn penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang 
mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di 
pengawasan akademik dan manajerial. 

(10) Tata kerja tirn penilai dan tata cara penilaian angka kredit 
jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Menteri 
Pendidikan Nasional selaku Pimpinan lnstasi Pembina jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah. 

(1) Tugas tirn penilai Pusat: 
a. membantu Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain 

yang ditunjuk setingkat eselon I dalam menetapkan angka 
kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, 
golongan ruang IVIb sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, 
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan 
instansi pusat dan daerah. 



b. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri 
Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat 
eselon I yang berhubungan dengan penetapan angka kredit 
sebagairnana dirnaksud pada huruf a. 

( 2 )  Tugas tirn penilai Kernenterian Agarna: 
a. rnernbantu Direktur Jenderal Kernenterian Agarna yang 

mernbidangi pendidikan dalarn rnenetapkan angka kredit 
Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina, golongan ruang 
lVla di lingkungan Kernenterian Agarna. 

b. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur 
Jenderal Kernenterian Agarna yang rnernbidangi pendidikan 
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit 
sebagairnana dirnaksud pada huruf a. 

(3) Tugas tirn penilai Kantor Wilayah: 
a. rnernbantu Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agarna Provinsi 

dalarn rnenetapkan angka kredit Pengawas Sekolah Muda, 
pangkat Penata, golongan ruang Il l lc dan pangkat Penata 
Tingkat I, golongan ruang I l l ld  di  lingkungan Kantor Wilayah 
Kementerian Agarna. 

b. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Kantor Wilayah Kernenterian Agarna Provinsi yang 
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagairnana 
dirnaksud pada huruf a. 

(4) Tugas tirn penilai Provinsi: 
a. rnernbantu Gubernur atau Kepala Dinas yang rnernbidangi 

~endidikan dalarn rneneta~kan angka kredit Peneawas Sekolah < - 
~ u d a ,  pangkat Penata, $olongan ruang I l l lc sarnpai dengan 
Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina, golongan ruang 
lVla di lingkungan Provinsi. 

b. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 
atau Kepala Dinas yang mernbidangi pendidikan yang 
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagairnana 
dirnaksud pada huruf a. 

(5) Tugas tirn penilai KabupatenIKota: 
a. rnernbantu BupatiIWalikota atau Kepala Dinas yang 

rnernbidangi pendidikan dalarn menetapkan angka kredit 
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang Il l lc 
sarnpai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina, 
golongan ruang lVla di lingkungan KabupatenIKota. 

b. rnelaksanakan tugas-tugas Lain yang diberikan oLeh 
BupatiIWalikota atau Kepala Dinas yang rnernbidangi 
pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit 
sebagairnana dirnaksud pada huruf a. 



(6) Tugas tirn penilai instansi: 
a. mernbantu pirnpinan instansi pusat atau pejabat lain yang 

ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah 
Muda, pangkat Penata, golongan ruang l l l lc  sarnpai dengan 
Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang 
IVIa di lingkungan instansi pusat di  luar Kernenterian Agama. 

b. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yang 
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagairnana 
dirnaksud pada huruf a. 

(7) Apabila tirn penilai instansi belurn dibentuk, penilaian angka 
kredit Pengawas Sekolah dapat dirnintakan kepada tirn penilai 
Pusat. 

(8) Apabila tirn penilai KabupatenIKota belum dibentuk, penilaian 
angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tirn 
penilai KabupatenIKota lain terdekat atau tirn penilai Provinsi 
yang bersangkutan atau tirn penilai Pusat. 

(9) Apabila tirn penilai Provinsi belurn dibentuk, penilaian angka 
kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tirn penilai 
Provinsi lain terdekat atau tirn penilai Pusat. 

(10) Apabila tirn penilai Kantor Wilayah belurn dibentuk, penilaian 
angka kredit Pengawas Sekolah dapat dirnintakan kepada tirn 
penilai Kantor Wilayah terdekat atau tirn penilai Kernenterian 
Agarna. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat Tim Penilai 

Pasal 22 

(1) Untuk rnernbantu tirn penilai dalarn melaksanakan 
tugasnya, dibentuk Sekretariat tirn penilai yang dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di 
bidang kepesawaian. 

( 2 )  Sekretariat tirn penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan 
pejabat yang berwenang rnenetapkan angka kredit. 



Bagian Keempat 
Tim Teknis 

Pasal 23 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat 
membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik 
yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai 
kemampuan teknis yang diperlukan. 

(2) Tugas tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat 
kepada Ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian atas 
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan 
keahlian tertentu. 

(3) Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Ketua tim penilai. 

Bagian ~ e l i m a  
Pengusulan Penetapan Angka Kredit 

(1) Untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah dilakukan penilaian 
angka kredit oleh tim penilai. 

(2) Setiap Pengawas Sekolah yang akan'dinilai prestasi kerjanya wajib 
menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK. 

(3) Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung. 

(4) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit 
Pengawas Sekolah kepada pejabat .yang berwenang mengusulkan 
penetapan angka kredit. 

(5) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit 
Pengawas Sekolah menyampaikan usul penetapan angka kredit 
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui 
sekretariat tim penilai. 

(6) DUPAK Pensawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir 
sebagaimana tersebut pada Lampiran 11-A sampai dengan Lampiran 
Il-C Peraturan Bersama ini. 

(7) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilampiri 
dengan : 
a. surat pernyataan melakukan pendidikan, dibuat menurut 

contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran Ill 
Peraturan Bersama ini. 

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik 
dan manajerial, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana 
tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini; 



c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan 
profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut 
pada Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan 

d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, 
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada 
Lampiran VI Peraturan Bersama ini; 

(8) Surat pernyataan sebagaimana dirnaksud pada ayat (7) harus 
disertai dengan bukti fisik. 

(1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah 
harus dinilai secara obyektif oleh tim penilai berdasarkan rincian 
kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada 
Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. 

(2) Hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredit untuk ditetapkan angka kreditnya. 

Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diajukan oleh: 
a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau Kepala 

Dinas yang membidangi pendidikan, BupatiIWalikota atau Kepala 
Dinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan lnstansi Pusat di 
luar Kernenterian Agama atau pejabat Lain yang ditunjuk kepada 
Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk 
setingkat eselon I untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, 
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb sampai dengan 
Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan 
ruang IVIe di lingkungan instansi pusat dan daerah. 

b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada 
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk angka kredit 
Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a 
di lingkungan Kantor Wilayah Kernenterian Agama Provinsi. 

c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angka kredit 
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golonzan ruang lll/c dan 
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang I l l ld  di lingkungan 
Kantor Kementerian Agama KabupatenIKota. 

d. Pejabat eselon Ill yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur 
atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit 
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang Il l lc 
sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi. 



e. Pejabat eselon Ill yang rnernbidangi kepegawaian kepada 
BupatiIWalikota atau Kepala Dinas yang rnernbidangi pendidikan 
untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, 
golongan ruang l l l lc sarnpai dengan Pengawas Sekolah Madya, 
pangkat Pernbina, golongan ruang IVIa di lingkungan 
KabupatenIKota. 

f. Pejabat eselon Ill yang rnernbidangi kepegawaian kepada pimpinan 
instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit 
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang I l l lc 
sarnpai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina, 
golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di  luar 
Kementerian Agarna. 

(1) Penetapan angka kredit (PAK) Pengawas Sekolah sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 26 ayat (2), ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang rnenetapkan angka kredit, dibuat rnenurut contoh 
formulir sebagaimana tersebut pada Larnpiran VII Peraturan 
Bersarna ini. 

(2) Asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian 
NegaraIKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang 
bersangkutan dan tembusannya disarnpaikan kepada: 
a. Pengawas Sekolah yang bersangkutan; 
b. ~ekretaris tirn penllai PengawG Sekolah yang bersangkutan; 
c. Kepala BiroIBadan Kepegawaian DaerahIBagian Kepegawaian 

instansi yang bersangkutan; 
d. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan 
e. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

BAB IX 
KENAIKAN JABATANI PANGKAT 

Penetapan angka kredit sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 27 ayat 
( I) ,  digunakan sebagai dasar untuk rnernpertirnbangkan kenaikan 
jabatanlpangkat Pengawas Sekolah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 29 

( 1 )  Penetapan kenaikan jabatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 
27, dapat dipertirnbangkan apabila: 
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalarn jabatan terakhir; 
b, rnernenuhi angka kredit kurnulatif yang ditentukan untuk 

kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan 
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalarn Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai 
baik dalarn 1 (satu) tahun terakhir. 



( 2 )  Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Muda rnenjadi 
Pengawas Sekolah Madya ditetapkan oleh Pejabat Pernbina 
Kepegawaian rnasing-masing. 

(3) Kenaikan jabatan dari jenjang Pengawas Sekolah Madya menjadi 
Pengawas Sekolah Utama ditetapkan oleh Presiden setelah 
rnendapat pertirnbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian 
Negara. 

Pasal 30 

(1) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 
27 dapat dipertirnbangkan apabila: 
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalarn pangkat terakhir; 
b. rnernenuhi angka kredit kurnulatif yang ditentukan untuk 

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalarn Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai 
baik dalarn 2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Kenaikan pangkat PNS PusatIDaerah yang menduduki jabatan 
Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina Tingkat 1, golongan 
ruang IVlb untuk rnenjadi Pernbina Utarna Muda, golongan ruang 
lVlc sarnpai dengan Pengawas Sekolah Utarna, pangkat Pernbina 
Utarna, golongan ruang IVIe, ditetapkan oleh Presiden setelah 
rnendapat pertirnbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian 
Negara. 

(3) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang rnenduduki jabatan Pengawas 
Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang I l l lc untuk rnenjadi 
Penata Tingkat I, golongan ruang l l l ld  sarnpai dengan Pengawas 
Sekolah Madya, pangkat Pernbina Tingkat I, golongan ruang IVlb, 
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pernbina Kepegawaian 
Pusat yang bersangkutan setelah rnendapat persetujuan teknis 
Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

(4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang rnenduduki jabatan 
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang Il l lc 
untuk rnenjadi Penata Tingkat I, golongan ruang I l l ld  sarnpai 
dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina Tingkat I, 
golongan ruang IVlb, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah 
rnendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan 
Kepegawaian Negara yang bersanskutan. 

(5) Kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenlKota yang rnenduduki 
jabatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang 
l l l lc  untuk rnenjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 
Illfd, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pernbina Kepegawaian 
Daerah KabupatenlKota yang bersangkutan setelah mendapat 
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian 
Negara yang bersangkutan. 



(6) Kenaikan pangkat PNS Daerah KabupatenIKota yanz menduduki 
jabatan Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, 
golongan ruang l l l ld  untuk menjadi Pengawas Sekolah Madya, 
pangkat Pembina, golongan ruang IVla dan pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IVlb, ditetapkan oleh Gubernur yang 
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor 
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 

Pasal 31 

(1) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Sekolah dalam jenjang jabatan 
yang lebih tinggi dapat dipertirnbangkan apabila kenaikan 
jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angka 
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat 
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut secara kumulatif 
diperhitungkan untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya. 

Pasal 32 

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh 
setiap Pengawas Sekolah untuk pengangkatan dan kenaikan 
jabatanlpangkat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, 
Lampiran Ill, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 21 
Tahun 2010 dengan ketentuan: 
a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal 

dari unsur utama, tidak terrnasuk unsur pendidikan; dan 
b. paling tinggi 20% (dua persen) angka kredit berasal dari unsur 

penunjang. 

(2) Untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi dari 
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang Il l lc 
sampai dengan Pengawas Sekolah Utarna, pangkat Pembina 
Utama, golonzan ruang lVle wajib melakukan kegiatan 
pengembangan profesi. 

(1) Pengawas Sekolah yang pada tahun pertama telah rnemenuhi atau 
melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat 
dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua 
wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka 
kredit dari jurnlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk 
kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari 
sub unsur tugas pokok. 



(2) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang Il l lc 
yang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah Muda, pangkat 
Penata Tingkat I, golongan ruang I l l ld  angka kredit yang 
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) 
angka kredit berasal dari kegiatan pengembangan profesi. 

(3) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 
I l l ld  yang akan naik jabatanlpangkat rnenjadi Pengawas Sekolah 
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVla angka kredit yang 
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat, paling sedikit 8 
(delapan) angka kredit berasal dari kegiatan pengernbangan 
profesi. 

(4) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina, golongan ruang lVla 
yang akan naik pangkat rnenjadi Pengawas Sekolah Madya, 
pangkat Pernbina Tingkat I, golongan ruang IVIb angka kredit yang 
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 10 (sepuluh) 
angka kredit berasal dari kegiatan pengernbangan profesi. 

(5) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina Tingkat I, golongan 
ruang IVIb yang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah 
Madya, pangkat Pernbina Utama Muda, golongan ruang IVIc angka 
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, palins sedikit 
12 (dua belas) angka kredit berasal dari kegiatan pengembangan 
profesi. 

(6) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina Utarna Muda, golongan 
ruang IVIc yang akan naik jabatanlpangkat rnenjadi Pengawas 
Sekolah Utarna, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang 
IVId, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan 
jabatanlpangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit 
berasal dari kegiatan pengernbangan profesi. 

(7) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pernbina Utama Madya, 
golongan ruang IVId yang akan naik pangkat menjadi Pengawas 
Sekolah Utama, pangkat Pernbina Utama, golongan ruang IVIe 
angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling 
sedikit 16 (enarn belas) angka kredit berasal dari kegiatan 
pengembangan profesi. 

(8) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pernbina Utama, golongan 
ruang IVIe setiap tahun sejak rnenduduki jenjang 
jabatanlpangkatnya wajib mengurnpulkan paling kurang 25 (dua 
puluh Lima) angka kredit yang berasal dari tugas pokok. 



BAB X 
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN 

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARl JABATAN 

Pasal 34 

Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dalam dan dari 
jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan dengan keputusan 
pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

Bagian Pertama 
Pembebasan Sementara 

Pasal 35 

(1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang Ill/c 
sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama 
Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir 
tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat 
setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang jabatannya 
lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang 
dimiliki. 

(2) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang Ill/c 
sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir 
tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat 
setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang akan 
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam 
jabatan terakhir. 

(3) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll/c 
sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir 
tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Sekolah yang pernah 
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan 
terakhir. 

(4) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan 
ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 
tahun sejak diangkat dalam pangkat tidak dapat mengumpulkan 
paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas 
pokok. 



(5) Pembebasan sementara bagi Pengawas Sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), didahului 
dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang rnenetapkan 
angka kredit. 

(6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling 
lambat 6 (enarn) bulan sebelum batas waktu pembebasan 
sementara diberlakukan, dibuat menurut contoh forrnulir 
sebagaimana tersebut pada Lampiran Vl l l  Peraturan Bersama ini. 

(7) Selain pernbebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pengawas Sekolah dibebaskan 
sementara dari jabatannya apabila: 
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat 

berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 
(tiga) tahun atau pernindahan dalam rangka penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah; 

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah; 
d. rnenjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali persalinan 

keempat dan seterusnya; atau 
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 

(8) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) 
huruf a dalam rnenjalani hukuman tetap rnelaksanakan tugas 
pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya. 

(9) Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Pengawas 
Sekolah dibuat menurut contoh forrnulir sebagaimana tersebut 
pada Lampiran IX Peraturan Bersarna ini. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan Kembali 

Pasal 36 

(1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan 
sementara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 ayat ( I ) ,  ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) apabila telah mengumpulkan angka 
kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah. 

(2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sernentara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf a, dapat diangkat kernbali 
dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) 
tahun setelah pernbebasan sementara. 



(3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sernentara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf b, dapat diangkat kembali 
dalarn jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah rnernpunyai kekuatan hukum 
yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana 
percobaan. 

(4) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf c, dapat diangkat kernbali 
dalarn jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling 
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 

(5) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) huruf d 
dan e, dapat diangkat kernbali dalarn jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah. 

( 6 )  Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( I) ,  ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) dengan rnenggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan 
dapat ditarnbah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah 
yang diperoleh selama pembebasan sementara. 

(7) Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas 
Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut 
pada Lampiran X Peraturan Bersarna ini. 

BAB XI 
PEMBERHENTIAN DARl JABATAN 

(1) Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila: 
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap kecuali hukurnan disiplin berat berupa 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 
tahun atau pernindahan dalam rangka penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah, atau 

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sernentara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (I), ayat (2),ayat (3), dan ayat (4) tidak dapat 
mengurnpulkan angka kredit yang ditentukan. 

(2) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Sekolah 
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada 
Larnpiran XI Peraturan Bersama ini. 



BAB XI1 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 38 

PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah tidak dapat 
menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun 
jabatan struktural. 

BAB Xlll 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 39 

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sampai dengan 
diteta~kannva Peraturan Bersama ini, dinilai berdasarkan Ke~utusan 
~ e n t e i i  ~egara  Pendayagunaan ' Aparatur Negara ' Nomor 
91 /KEPIM.PAN/10/2001. 

(1) Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, Pen2awas Sekolah 
yang belum memiliki ijazah SlIDiploma IV dengan pangkat Penata 
Muda, golongan ruang Il l la sampai dengan pangkat Penata Tingkat 
I, golongan ruang I l l ld melaksanakan tugas dan penilaian prestasi 
kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 21 Tahun 2010. 

(2) Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda 
golongan ruang l l l la  dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan 
ruang I l l lb  melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda 
dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi 
untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu: 
a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTAIDiploma I adalah 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi 
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. 

b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. 

c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma Ill adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. 



(3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) ,  
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang 
tugas Pengawas Sekolah diberikan angka kredit sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 
Tahun 2010. 

(4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal bagi Pengawas Sekolah 
yang belum memiliki ijazah S1 /Diploma IV sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah: 
a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal 

dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan 
b. paling tinggi 20% (dua persen) angka kredit berasal dari unsur 

penunjang. 

(1) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1 /Diploma IV pada 
saat berlakunya Peraturan Bersama ini wajib untuk memperoleh 
ijazah S1 /Diploma IV di bidang pendidikan. 

(2) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah SIlDiploma IV 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), kenaikan pangkatnya paling 
tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang l l l ld  atau pangkat terakhir 
yang dimiliki pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan. 

(1) DUPAK Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (1) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud 
pada Lampiran XI1 Peraturan Bersama ini. 

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus dilampirkan 
dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (7) Peraturan Bersama ini. 

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disertai dengan bukti fisik. 

(4) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 
apabila memperoleh ijazah SIID-IV disesuaikan dalam jenjang 
jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) Peraturan Bersama ini. 

(5) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 
apabila memperoleh ijazah SI/D-IV, diberikan angka kredit 
sebesar 65% (enam puluh Lima persen) angka kredit kumulatif yang 
berasal dari diklat, tugas pokok, dan kegiatan pengembangan 
profesi Pengawas Sekolah ditambah angka kredit ijazah SIID-IV 
dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan 
penunjang. 



Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat ( I )  adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agama Provinsi bagi Pengawas 

Sekolah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama; 
b. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi 

Pengawas Sekolah di Lingkungan Provinsi; 
c. BupatiIWalikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan 

bagi Pengawas Sekolah di lingkungan KabupatenIKota; dan 
d. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi 

Pengawas Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian 
Agama. 

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43, dibantu oleh: 
a. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas 

Sekolah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama; 
b. Tim penilai Provinsi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan Provinsi; 
c. Tim penilai KabupatenIKota bagi Pengawas Sekolah di lingkungan 

KabupatenIKota; dan 
d. Tim penilai lnstansi bagi Pengawas Sekolah di lingkungan instansi 

pusat di luar Kementerian Agama. 

Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal43 diajukan oleh: 
a. Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenIKota kepada Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Pengawas Sekolah di 
lingkungan Kantor Kementerian Agama KabupatenIKota; 

b. Pejabat eselon Ill yang rnembidangi kepegawaian kepada Gubernur 
atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas 
Sekolah di lingkungan Provinsi; 

c. Pejabat eselon Ill yang membidangi kepegawaian kepada 
BupatiIWalikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan 
bagi Pengawas Sekolah di Lingkungan KabupatenIKota; dan 

d. Pejabat eselon Ill yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan 
instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas 
Sekolah di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Agama. 

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat ( 2 )  
setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan 
ruang I l l ld  atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan 
paling sedikit 15 (Lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. 



Syarat lulus seleksi dan telah ikut diklat untuk dapat diangkat rnenjadi 
Pengawas Sekolah sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 13 ayat (1) 
huruf f dan huruf g berlaku efektif tanggal 1 Januari 2013. 

Syarat Lulus diklat dan rnendapat sertifikat untuk diangkat rnenjadi 
anggota tim penilai sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 
berlaku efektif tanggal 1 Januari 2014. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan teknis yang belum diatur dalarn Peraturan Bersarna ini akan 
ditetapkan lebih Lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sarna atau sendiri- 
sendiri sesuai dengan bidang tugas rnasing-masing. 

Pasal 50 

Untuk mempermudah pelaksanaan Pera'turan Bersama ini dilampirkan 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada 
Larnpiran Xlll Peraturan Bersama ini. 

Pasal 51 

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan Bersama 
Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 0322/0/1996 dan Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Anska 
Kreditnya dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 52 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24  Maret 2 0 1  1 



LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 0111111PB12011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

KEPUTUSAN 
PRESIDENlMENTERllGUBERNURIBUPATlMlALIKOTA*) 

NOMOR : ............................................... 
TENTANG 

PENGANGKATAN 
DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH 

PRESIDENlMENTERllGUBERNUR/BUPATINVALIKOTA,*) 

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional 
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara 
... . . . . . . . . . . . . .  dalam jabatan Pengawas Sekolah .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 

b. 
Mengingat : 1. dengan Undang- 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008: 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1; 

4. Peraluran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ; 

5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka 
Kreditnya; 

7.  Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 
...................................... Negara Nomor ...................... dan Nomor .; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 

.. . . . . . . . . . . . . . . . .  PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 
Mengangkat Pegawai Negeri Sipil : 
a. Nama 
b. NIP 
c. PangkaVgolrurrMT 
d. Unit kerja 

............... ................... Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ). . . .  KEDUA 
KETIGA . ** 

KEEMPAT : A i akan diadakan 
perbaikan dan perhilungan kembali sebagaimana mestinya. 

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya~ 

NIP 

Ternbusan : 
1. Menteri Pendidikan Nasional: 
2. Kepala BKNlKantor Regional BKN yang bersangkutan:') 
3. Kepala BKD PropinsiIBKD Kabupaten atau Kota atau BiroIBagian Kepegawaian 

instansi yang bersangkutan;') 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5. Kepala Kanlor Perbendaharaan dan Kas NegaraIKepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah 

yan'g bersangkulan.') 
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan. 
*) Coret yang tidak perlu. 
") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu 



LAMPIRAN It-A 
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 011111/PB/2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

DAFTAR USUL 

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH MUDA 

NOMOR : 

Instans1 : ... Masa penilaian Bulan .............. sld .................. 

I NO I KETERANGAN PERORANGAN I 

2 

3 

4 

5 

N I P  

NUPTK 

Nornor Seri Kart" Pegawai 

Tern~at dan Tanaaal Lahir 

7 Pendldlkan yang lelah dlperhltungkan Angka Kredllnya 

9 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 

8 l ~ a n o k a ~ ~ o l o n a a n  RuanunMT 
- 

Jabalan Pengawas SekolahnMT 

10 

11 

1 2  

Masa Kerja Golongan 
Lama 

Baru 

Jenis Pegawas Sekolah 

Unil Kerp 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 

keadaan darural lain. 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



Butir kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

') Dicoret yang tidak perlu 



Ill 

IV 

V 

VI 

IAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 

1 Sural pernyataan mengikuti pendidikan 
2 Surat pernyataan melakukan kegialan pengawasan akademik dan manajerial 

3 Sural pernyalaan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

4 Sural pernyataan rnelakukan kegiatan penunjang 

CATATAN PWABAT PENGUSUL 

1 .................... 

2 . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4 dan seterusnya 

CATATAN ANGGOTA TIM PENllAl  

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 dan seterusnya 

CATATAN KETUATlM PENILAI 

1 .................... 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 .................... 

4 dan seterusnya 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Uabatan) 

(nama pejabat pengusul) 

NIP : 

.................................... 

(nama penilai I ) 

NIP : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(nama penilai II ) 

NIP : 

. . ................................... 

Ketua Tim Penilai 

(nama) 

NIP 



. 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

DAFTAR USUL 

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKDLAH MADYA 

NOMOR : 

lnslansi : ...................................... Masa penilaian Bulan .............. sId ............. 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

keadaan darurat lain. 

39 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

bidang pendidikan farmal/pengawasan 

rmallpengawasan yang tidak dipubiikasikan 

40  



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



Butir kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

') Dicoret yang tidak perlu 



Ill 

IV 

V 

VI 

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK 

1 Sural pernyalaan mengikuti pendidikan 
2 Surat pernyalaan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial 

3 Sural pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

4 Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

CATATAN PEJABAT PENGUSUL 

1 .................... 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4 dan setetusnya 

CATATAN ANGGOTA TIM PENlLAl 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4 dan selerusnya 

CATATAN KETUA TIM PENlLAl 

1 . . . . . . . . . . . . . .  

2 . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4 dan selerusnya 

- 

.................................... 
(labatan) 

(nama pejabat pengusul) 
NIP : 

- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(nama penilai I ) 
NIP : 

.................................. 

(mama penilai I1 ) 

NIP : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ketua Tim Penilai 

(nama) 

NIP : 



LAMPIRAN Il-C 
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR Olllll/PB/2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

DAFTAR USUL 

PENETAPAN A N G W  KREDIT PENGAWAS SEKOLAH UTAMA 

NOMOR : 

Instansi : ............................. ..... Mara penilaian Eulan .............. sId .................. 

UNSUR. SUB UNSUR DAN EUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

45 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR. SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



Butir kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

*) Dicoret yang tidak perlu 



1 Sural pernyataan mengikuti pendidikan 
2 Sural pernyataan melakukan kegialan pengawasan akademik dan manalerial 

3 Surat pernyalaan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

4 Sural pernyalaan melakukan kegiatan penunjang 

2 .................... 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4 dan seterusnya 
................................... 

(nama pejabal pengusul) 

2 .................... 

3 ..................... 
.................................... 4 dan seterusnya 

(nama penilai I ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................... 
..................................... 2 .................... 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ketua Tim Penilai 
4 dan selerusnya 



LAMPIRAN Ill PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR O I / ~ I / P B ~ ~ O I  1 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
TELAH MENGlKUTl PENDlDlKAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Narna 
NIP 
Pangkatlgolongan ruangfrMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruangfrMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah mengikuti Pendidikan sebagai berikut : 

Dernikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ... 

Atasan Langsung 

NIP 



LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 01/11I/PB/2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

SURATPERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Narna 
NIP 
Pangkaffgolongan ruangrrMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Narna 
NIP 
Pangkatlgolongan ruangrrMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukan kegiatan pengawasan akadernik dan rnanajerial sebagai berikut : 

I .  

2. 
3. 

dst - 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ... 

Atasan Langsung 

NIP 



LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR Ol/lll/PB/2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

SURATPERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Narna 
NIP 
Pangkatlgolongan ruanglTMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah rnelakukan kegiatan pengernbangan profesi sebagai berikut : 

Dernikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana rnestinya 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .. 

Atasan Langsung 

NIP 



LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR OllllllPB/2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS POKOK 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama ..................................................................................... 
NIP ..................................................................................... 
Pangkatlgolongan ruangrrMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa 

Nama ..................................................................................... 
NIP ..................................................................................... 
Pangkatlgolongan ruangrrMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas pokok sebagai berikut 

2. 
3. 
dst 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Atasan Langsung 

NIP 



LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR Oll l l l /PBl2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 
........................................................................................ 

NOMOR : I I I 
lnslansi : ................................. Masa Penilaian : ................... s/d ...... ............. 

I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional 
3, serta memperoleh surat tanda tarnal pendidikan 

dan pelatihan ( S n P P  

10 

I I i B Pengawasan Akademik dan Manajerial 

KETERANGAN PERORANGAN 

Nomor Seri KARPEG 

Pangkat 1 Golongan Ruang / TMT 

Ternpal dan Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 

Pendidikan Tertinggi 

Jabalan Fungsional / TMT 

Unit kerja 

I 

Masa kerja golongan 

N a m a  

Lama 

I 

1 Jumlah Unsur Penunjang 
I I 1 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pengembangan Profesi 

2 

LAMA 

1 

Jumlah Unsur Utama 

UNSURPENUNJANG 

Penunjang tugas Pengawas Sekolah 

TEMBUSAN disampaikan kepada: 
1. Pengawas Sekolah yang bersangkutan; 
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; 
3.Sekretaris Tim Penilai vang bersangkutan; 

/ Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 

4. Pejabat yang berwena-ng menetapkan angka kredit. 

BARU 

UNSURUTAMA 

Ill 

JUMLAH 

A 

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DlNAlKAN DALAM 
JABATAN ................. I PANGKAT ............. ..I TMT ............. 

Pendidikan 

Mengikuti pendidikan dan memperoleh 
'1 gelarlijazah 

Pendidikan dan pelatihan fungsional calon 
') pengawas sekolah dan rnemperoleh Surat 

Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (SnPP)  

& disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkan di : ................... 
Ke~a la  BKN UD. De~ut i  B~danq lnformasi Kepegawaian Pada tanggal : .................. 



LAMPIRAN Vlll PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 01/111/PB/2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

SURAT PERINGATAN 

NOMOR : 

D A R I  ........................................................................................... 

KEPADA YTH ........................................................................................... 

ALAMAT ........................................................................................... 

TANGGAL ........................................................................................... 

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa 

Nama .................................. 

NIP ............................................................................................ 

PangkaUGol. ruang 

Jabatan ......................................................................................... 

Unit kerja ............................................................................................ 

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ............................... tahun menduduki 

jabatan .......................................... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang 

ditentukan sejumlah 

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan 
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nornor ........................ dan Nomor 
......................... ..tanggal ............... diminta agar Saudara dapat mernenuhi ketentuan angka 
kredit yang dipersyaratkan. 

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan 
sementara dari Pengawas Sekolah. 

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya. 

......................... Ditetapkan di : 

........................ Pada tanggal : 

NIP. 

Ternbusan : 

1. Menteri Pendidikan Nasional; 
2. Kepala BKNlKepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 
3. Pimpinan unit kerja Pengawas Sekolah yang bersangkutan; 
4. Kepala BKD PropinsilBKD Kabupaten atau Kota atau BirolBagian Kepegawaian instansi yang 

bersangkutan;') 
5. Pejabat lain yang dipandang perlu. 
*) Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 01/111/PB/2011 
NOMOR 6 T A h L h  201 1 

KEPUTUSAN 
PRESlDENlMENTERl IGUBERNURlBUPATlMlALIKOTA*) 

............................................... NOMOR : 

TENTANG 

PEMBEBASANSEMENTARADARIJABATANPENGAWASSEKOLAH 

PRESlDENlMENTERllGUBERNURIBUPATlMlALlKOTA, *) 

Menimbang a. bahwa Saudara ..................... NIP ............... pangkaffgolongan ruang ...................... terhitung 
............. mulai tanggal.. . . .  .dibebaskan semenlara dari jabatan Pengawas Sekolah karena "); 

D Danwa Jnlm ten o aamln strasl aan men.am n ~ u a l  tas profes ona lsme Pegawai Neger SIP I 
aa am ,abatan Penga&!as Sedolah d panaang perd "n1t.k membebaskan semenlara Pegawa 
heger~ S p I yang oersangulan oar ,aoatan Pengawas Se<oan. 

Mengingat 

Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 
KETIGA 
KEEMPAT 

KELIMA 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nnmor 43 Tahun 1999 ............. ..., 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebaoaimana lelah diubah denaan. Peraturan . . - -~~ ~ 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1; 
- - 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 
21 Tahun 2010; 

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
................... .......................... Nomor dan Nomor ; 

MEMUTUSKAN : 

Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai 
Negeri Sipil : 
a. Nama ............................................................. 
b. NIP 
c. Pangkaffgolongan ruangnMT : 
d. Unit kerja 
Dari jabatan ................................. dengan a ............ ). 
(diisi dengan angka dan huruf) 

.................. ...................... Saudara .................... dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah 
**+ ) ................................................................................................... ..................... . 
Apabila kemudlan harl ternyata terdapat kekellruan dalam keputusan in1 akan dladakan perbaikan 
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui 
dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

................. Ditetapkan di : 
Pada Tanggal : ................ 

NIP. 
Ternbusan : 
1. Menteri Pendidikan Nasional; 
2. Kepala BKNlKanlor Regional BKN yang bersangkutan;') 
3. Kepala BKD PropinsiIBKD Kabupaten atau Kota atau BiroIBagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;') 
4. Kepala Kanlor Perbendaharaan dan Kas Negara alau Kepala BiroIBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;') 
5. Pejabat yang bewenang menetapkan Angka Kredit; 
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan; 
') Coret yang tidak periu. 
") Alasan pembebasan sementara 
"*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlU 



LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 01/1111PB/2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

KEPUTUSAN 
PRESlDENlMENTERllGUBERNUWBUPATlMlALlKOTA') 

............................................... NOMOR : 

TENTANG 

PENGANGKATAN KEMBALI  DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH 

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 35 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 
Sekolah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara 
................ dalam jabatan Pengawas Sekolah .... . . . . . . . . . . . . . . . . .  .; 

b. 

Mengingat : 1. 

2. 

3. 

4~ 

5. 

6. 

7. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1; 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi 
Nornor 21 Tahun 2010; 
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

.................................. Nomor ...................... dan Nomor ; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ............ , .... 

Mengangkat kembali Pegawai Negeri 
a. Nama 
b NIP 
c. Pangkatlgolongan ruangnMT 
d. Unit kerja 
Dalam iabatan ............. .... ...... dengan angka 

KEDUA 
KETIGA 
KEEMPAT kan 

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk 

diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

....................... Ditetapkan di : 
...................... Pada Tanggal : 

NIP. 
Ternbusan : 
1. Menteri Pendidikan Nasional; 
2. Kepala BKNIKantor Regional BKN yang bersangkutan;') 
3. Kepala BKD PropinsiIBKD Kabupaten atau Kota atau BiroIBagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;') 
4 Keoala Kantor Perbendaharaan dan Kas NeqaraIKepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.') .-- - 

5 Pe aaar yang oelwenang menetapkan angkakrea 1. 
6 Pe abat Instans1 aln yang oerkepentlngan 
') Corei yang tidak perlu. 
") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu 



LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR Ol/lll/PB/2011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

KEPUTUSAN 
PRESlDENlMENTERllGUBERNURlBUPATlMlALlKOTA') 

NOMOR : ..................... .......... .......... 
TENTANG 

PEMBERHENTIAN DARl JABATAN PENGAWAS SEKOLAH 
KARENA DlJATUHl HUKUMAN 

DlSlPLlN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP I 
TlDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDlT YANG DITENTUKAN ') 

PRESIDENIMENTERI GUBERNUWBUPATII WALIKOTA*) 

Menimbang : 1. bahwa Saudara ........... NIP ...... jabatan ............. pangkatlgolongan ruang ....... terhitung 
mulai tanggal ............ telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan 
keputusanpejabat yang berwenang Nomor ........ tanggal . . . . . . . . . .  Idinyatakan tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) sejak dibebaskan sementara'); 

2. bahwa untuk terlib administrasi dan menjamin kualitas profesionaiisme Pegawai Negeri 
Sipil dalam jabatan Pengawas Sekolah, dipandang perlu memberhentikan Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Sekolah. 

Mengingat : 1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6~ 

7. 

8. 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 43 Tahun 1999; 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 
Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 
Peraturan Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 21 Tahun 2010; 
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 

.................................................. Negara Nomor ...................... dan Nomor ; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ............................................ memberhentkan dengan hormat dari 

jabatan Pengawas Sekolah: 
a. Nama 
b. NIP 
c. Pangkaffgolongan ruangrMT 
d. Unit kerja 

KEDUA . .* . ) ........................................................................................................................... 
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekel~ruan dalam keputusan I ~ I  akan diadakan 

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana rnestinya. 
KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui 

dan diindahkan sebagaimana mestinya. 
................... Ditetapkan di : 
.................. Pada Tanggal : 

NIP 
Ternbusan : 
I Menteri Penrlidikan Nasional: ~ - ,  . .. 

2: Kepala BKNlKantor Regional BKN yang bersangkutan;') 
3. Kepala BKD PropinsiIBKD Kabupaten atau Kota atau BiroIBagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;') 
4 Keoala Kantor Perbendaharaan dan Kas Neaara atau Kepala BirolBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;') .. 7 -  - ~ ~~ 

5. Pejabat yang berwenang menetapkan ~ n g k a  Kredit; 
6. Pimpinan lnstansi yang bersangkutan;') 
') Coret yang tidak periu. 
") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu 



LAMPIRAN XI1 
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR Ol/lll/PB12011 
NOMOR 6 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

DAFTAR USUL 

PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH 

YANG BELUM MEMlLlKl IJAZAH SllDlV 

NOMOR : 

Instansi : ...................... .. ......... ..... Masa penilaian Bulan .............. sld ................., 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

gikuti pendidikan dan pelatihan lungsional serta 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

secara nasional 

Pedoman, dan sejenisnya 



UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTlR KEGIATAN 

JUMLAHUNSURUTAMADANUNSURPENUNJANG 



Butir kesiatan jeniang jabatan di atasldi bawah 

p~ 

') Dicoret yang tidak perlu 



engawasan akademik dan manajerial 

2 .................... 
3 ..................... 
4 dan seterusnya 

.................................... 

.................... 
3 ..................... 
4 dan seterusnya .................................... 

(nama penilai I ) 

................................... 

VI CATATAN KETUA nM PENI~AI 
1 .................... 
2 .................... 
3 ..................... 
4 dan selerusnya 

(nama penilai II ) 

NIP : 

. , 

..................................... 

Ketua Tim Penilai 

(nama) 
NIP : 



Menirnbang 

Mengingat 

MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN 

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

NOMOR 21 TAHUN 2010 

TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH 

DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI, 

a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nornor 

91/KEP/M.PAN/1012001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

Sekolah dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan 

perkernbangan profesi dan tuntutan kompetensi Pengawas 

Sekolah; 

b. bahwa sehubungan dengan ha1 tersebut perlu mengatur kembali 

jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya 

dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reforrnasi Birokrasi. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 

Nornor 55, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 

Nornor 3041), sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nornor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 1999 Nornor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 3890); 





14. 

15. 

16. 

Memperhatikan : 1. 

2. 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan 

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 

Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pernindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2009 Nomor 164); 

Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 4496); 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4941); 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2010 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 5135); 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

dan Organisasi Kementerian Negara; 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rurnpun 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

Keputusan Presiden Nornor 84lP Tahun 2009 mengenai 

pengangkatan Kabinet lndonesia Bersatu II; 

Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nornor 

10124iFILL/2010 tanggal 6 Juli 2010; 

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat 

Nomor 871SKITU/X1110 tanggal 16 November 2010; 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG JABATAN 

FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reforrnasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional 

yang rnernpunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan 

wewenang untuk rnelaksanakan kegiatan pengawasan akademik 

dan manajerial pada satuan pendidikan. 

2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi 

tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan 

manajerial pada satuan pendidikan. 

3. Satuan pendidikan adalah tarnan kanak-kanaklraudhatul athfal, 

sekolah dasarlrnadrasah ibtidaiyah, sekolah menengah 

pertamaimadrasah tsanawiyah, sekolah menengah ataslmadrasah 

aliyah, sekolah rnenengah kejuruanlmadrasah aliyah kejuruan, 

pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat. 

4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam 

menyusun program pengawasan, melaksanakan program 

pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan 

rnelaksanakan pernbimbingan dan pelatihan profesional Guru. 

5. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan 

keterarnpilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam 

rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan 

sekolah. 

6. Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang 

dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja 

Pengawas Sekolah. 



7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau 
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh 

seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier 
kepangkatan dan jabatannya. 

8. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang 
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

9. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, 
daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah 
perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana 
alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan 
darurat lain. 

BAB II 

RUMPUN JABATAN. BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN, 

TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA 

Pasal 2 

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang 
termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. 

Pasal 3 

Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak- 
kanaklraudhatul athfal, sekolah dasarlmadrasah ibtidaiyah, 
pengawasan rumpun mata pelajaranlmata pelajaran, pendidikan luar 
biasa, dan bimbingan konseling. 

Pasal 4 

(1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis 
fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada 
sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. 

(2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang 
berstatus sebagai PNS. 

Pasal 5 

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas 
pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang 
meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, 
pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 
penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi 
hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas 
kepengawasan di daerah khusus. 



(1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 3 7 3  (tiga puluh tujuh 

setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan 

pernbinaan, pemantauan, penilaian, dan pernbimbingan di sekolah 

binaan. 

(2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) adalah sebagai berikut: 

a, untuk taman kanak-kanaklraudathul athfal dan sekolah 

dasarimadrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan 

danlatau 60 (enam puluh) Guru; 

b, untuk sekolah menengah pertamalmadrasah tsanawiyah dan 

sekolah rnenengah ataslmadrasah aliyahlsekolah rnenengah 

kejuruanlrnadrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan 

pendidikan danlatau 40 (ernpat puluh) Guru mata 
pelajaranlkelornpok mata pelajaran; 

c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan 
danlatau 40 (empat puluh) Guru; dan 

d, untuk pengawas birnbingan dan konseling paling sedikit 40 
(empat puluh) Guru bimbingan dan konseling. 

(3) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) 

satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang 
~endidikan. 

BAB Ill 

KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG 

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah: 

a, menyusun program pengawasan, rnelaksanakan program 
pengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program 

pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru; 

b meningkatkan dan rnengembangkan kualifikasi akademik dan 

kornpetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

c. rnenjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai 

agama dan etika; dan 

d. memelihara dan rnemupuk persatuan dan kesatuan bangsa 



Pasal 8 

Pengawas Sekolah bertanggungjawab rnelaksanakan tugas pokok dan 

kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. 

Pengawas Sekolah berwenang rnernilih dan rnenentukan rnetode kerja, 

rnenilai kinerja Guru dan kepala sekolah, rnenentukan danlatau 

rnengusulkan program pernbinaan serta rnelakukan pernbinaan. 

BAB IV 

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA 

Pasal 10 

lnstansi pernbina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah 

Kernenterian Pendidikan Nasional. 

Pasal 11 

lnstansi pernbina sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 10 wajib 

melakukan tugas pernbinaan, yang antara lain rneliputi: 

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional 

Pengawas Sekolah; 

b. penyusunan pedoman forrnasi jabatan fungsional Pengawas 

Sekolah 

c. penetapan standar kornpetensi jabatan fungsional Pengawas 

Sekolah; 

d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah; 

e, sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah serta petunjuk 

pelaksanaannya; 

f. penyusunan kurikulurn pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis 

fungsional Pengawas Sekolah; 

g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis 

fungsional Pengawas Sekolah; 

h. pengernbangan sistem inforrnasi jabatan fungsional Pengawas 

Sekolah; 

i .  fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah; 

j. fasilitasi pernbentukan organisasi profesi dan penyusunan kode 

etik jabatan fungsional Pengawas Sekolah; 



k, melakukan koordinasi antara ~nstansi pernbina dengan instansi 

pengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjuk 

teknis; dan 

I ,  rnelakukan pernantauan dan evaluasi jabatan fungsional 

Pengawas Sekolah. 

BAB V 

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Pasal 12 

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah yang dinilai angka 

kreditnya adalah: 

a. Pendidikan, meliputi: 

1 .  rnengikuti pendidikan sekolahlrnadrasah dan mernperoleh 

gelarlijazah; 

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon Pengawas 

Sekolah dan rnemperoleh Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan 

Pelatihan (STTPP); dan 

3. rnengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah serta 

rnemperoleh STTPP. 

b. Pengawasan akademik dan rnanajerial, rneliputi: 

1. penyusunan program; 

2 ,  pelaksanaan program; 

3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; 

4. membinibing dan rnelatih profesional Guru; dan 

5. pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus 

c. Pengembangan profesi, rneliputi: 

1. rnenyusun karya tulis ilrniah; dan 

2. rnernbuat karya inovatif. 

d. Penunjang tugas Pengawas Sekolah, rneliputi: 

1.  peran serta dalam serninarllokakarya di bidang pendidikan 

forrnallkepengawasan sekolah; 

2. keanggotaan dalam organisasi profesi; 

3. keanggotaan dalam tirn penilai angka kredit jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah; 



4. melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah; 

5, rnendapat penghargaanltanda jasa; dan 

6 .  rnemperoleh gelariijazah yang tidak sesuai dengan bidang 

yang diampunya. 

BAB VI 

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 

Pasal 13 

( 1 )  Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah 
sarnpai dengan yang tertinggi, yaitu: 

a. Pengawas Sekolah Muda; 

b. Pengawas Sekolah Madya; dan 

c. Pengawas Sekolah Utama. 

( 2 )  Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I ) ,  sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: 

a. Pengawas Sekolah Muda: 

1.  Penata, golongan ruang lll lc; dan 

2. Penata Tingkat I ,  golongan ruang Illid. 

b. Pengawas Sekolah Madya: 

1. Pernbina, golongan ruang IVIa; 

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb; dan 

3. Pembina Utarna Muda, golongan ruang IVIc. 

c.  Pengawas Sekolah Utama: 

1. Pernbina Utarna Madya, golongan ruang IVld; dan 

2. Pembina Utama, golongan ruang IVle. 

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional 

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ,  adalah 

jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit 

yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan. 

(4) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah 

ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 

sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan 

pangkat dan jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2). 



BAB VII 

RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl 

Pasal 14 

Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, 

sebagai berikut: 

a. Pengawas Sekolah Muda: 

1. menyusun program pengawasan; 

2, rnelaksanakan pembinaan Guru; 

3. rnemantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar penilaian; 

4, melaksanakan penilaian kinerja Guru; 

5, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program 

pengawasan pada sekolah binaan; 

6. rnenyusun program pernbimbingan dan pelatihan profesional 
Guru di KKGIMGMPIMGP dan sejenisnya; 

7 ,  melaksanakan pernbimbingan dan pelatihan profesional Guru; 
dan 

8. mengevaluasi hasil pembirnbingan dan pelatihan profesional 

Guru. 

b. Pengawas Sekolah Madya sebagai berikut: 

1. rnenyusun program pengawasan; 

2. rnelaksanakan pembinaan Guru danlatau kepala sekolah; 

3 ,  memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pernbiayaan dan standar penilaian 

pendidikan; 

4, melaksanakan penilaian kinerja Guru danlatau kepala sekolah; 

5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program 

pengawasan pada sekolah binaan; 

6,  menyusun program pernbirnbingan dan pelatihan profesional 

Guru danlatau kepala sekolah di KKGIMGMPIMGP danlatau 

KKKSIMKKS dan sejenisnya; 

7 ,  melaksanakan pembirnbingan dan pelatihan profesional Guru 
danlatau kepala sekolah; 



8, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah 

dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, 

pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistern 

informasi dan manajemen; 

9. mengevaluasi hasil pernbimbingan dan pelatihan profesional 

Guru danlatau kepala sekolah; dan 

10.membimbing pengawas sekolah rnuda dalam rnelaksanakan 

tugas pokok. 

c. Pengawas Sekolah Utama sebagai berikut: 

1, menyusun program pengawasan; 

2. rnelaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah; 

3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar 

kornpetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan clan standar penilaian 

pendidikan; 

4, melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah; 

5 .  rnelaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program 

pengawasan pada sekolah binaan; 

6,  mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat 

kabupatenlkota atau provinsi; 

7. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional 

Guru dan kepala sekolah di KKGIMGMPIMGP danlatau 

KKKSlMKKS dan sejenisnya; 

8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru 

dan kepala sekolah; 

9 rnelaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah 

dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, 

pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem 

informasi dan rnanajemen; 

10. mengevaluasi hasil pembirnbingan dan pelatihan profesional 

Guru dan kepala sekolah; 

I I. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah 

madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan 

1 2  rnelaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru 

dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan. 
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Pasal 15 

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri 

atas: 

a, unsur utama; dan 

b unsur penunjang. 

(2) Unsur utama, terdiri atas: 

a, pendidikan; 

b, pengawasan akademik dan manajerial; dan 

c. pengembangan profesi. 

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung 
pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf d. 

(4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  ayat (2), dan ayat (3) 
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
ini. 

Pasal 16 

Pengawas Sekolah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa 
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, 

melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jabatan baru yang 
didudukinya. 

Pasal 17 

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh 
setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan 
jabatanlpangkat Pengawas Sekolah untuk: 

a. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Sarjana (S1)IDiploma 
IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi ini. 

b. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Magister (S2) adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi ini. 

c. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Doktor (S3) adalah 

sebagaimana tersebut dalam Larnpiran I\/ Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
B~rokrasi ini 



(2) Jurnlah angka kredit kurnulatif minimal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah: 

a, paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit 
berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; 
dan 

b,  paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari 

unsur penunjang. 

(3) Untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi dari 
Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang Illlc 
sampai dengan Pengawas Sekolah Utarna, pangkat Pernbina 
Utarna, golongan ruang IVIe wajib rnelakukan kegiatan 
pengembangan profesi. 

Pasal 18 

(1) Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit rnelebihi angka 
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat 
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk 
kenaikan jabatanlpangkat berikutnya. 

(2) Pengawas Sekolah pada tahun pertama telah rnemenuhi atau 
melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat 
dalarn masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua 
wajib rnengurnpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) 
angka kredit dari jurnlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk 
kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari 
tugas pokok Pengawas Sekolah. 

Pasal 19 

(1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang Illlc 
yang akan naik pangkat rnenjadi Pengawas Sekolah Muda, 
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lll ld angka kredit 
kurnulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enarn) angka kredit 
harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi. 

(2) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan 
ruang Illld yang akan naik jabatanlpangkat rnenjadi Pengawas 
Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa angka 
kredit kurnulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) 
angka kredit harus berasal dari kegiatan pengernbangan profesi. 

(3) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pernbina, golongan ruang 
lVla yang akan naik pangkat menjadi Pernbina Tingkat I ,  golongan 
ruang lVlb angka kredit kurnulatif yang dipersyaratkan paling 
sedikit 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatan 
pengernbangan profesi. 



(4) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I ,  golongan 
ruang lVlb yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utarna 
Muda, golongan ruang lVlc angka kredit kumulatif yang 
dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit harus 
berasal dari kegiatan pengembangan profesi. 

(5) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Utama Muda, 
golongan ruang lVlc yang akan naik jabatanlpangkat menjadi 
Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pernbina Utama Madya, 
golongan ruang lVld angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan 
paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit harus berasal dari 
kegiatan pengembangan profesi. 

(6) Pengawas Sekolah Utarna, pangkat Pernbina Utama Madya, 
golongan ruang IVId yang akan naik pangkat menjadi Pembina 
Utama, golongan ruang lVle angka kredit kumulatif yang 
dipersyaratkan paling sedikit 16 (enam belas) angka kredit harus 
berasal dari kegiatan pengembangan profesi. 

Pasal20 

Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pernbina Utama, golongan ruang 
IVIe setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatanlpangkatnya wajib 
mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit yang 
berasal dari tugas pokok. 

Pasal21 

(1) Pengawas Sekolah yang secara bersama membuat karya 
tulislilmiah di bidang pendidikanipengawasan akademik dan 
rnanajerial pada satuan pendidikan diberikan angka kredit dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian 
angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk 
penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis 
pembantu. 

b, apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian 
angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis 
utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk 
penulis pembantu. 

c. apabila terdiri dari 4 (ernpat) orang penulis maka pembagian 
angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk 
penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) 
untuk penulis pembantu. 

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling banyak 3 (tiga) orang. 



BAB Vlll 

PENlLAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal22 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap 

Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh 

kegiatan yang dilakukan. 

(2)  Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan 

Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 

setahun. 

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah 

yang akan dipertirnbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) 

kali dalarn 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelurn periode 

kenaikan pangkat PNS. 

Pasal 23 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah: 

a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk 
setingkat eselon I bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat 

Pembina Tingkat I ,  golongan ruang lVlb sarnpal dengan 

Pengawas Sekolah Utarna, pangkat Pernbina Utama, golongan 

ruang IVIe di lingkungan instansi pusat dan daerah. 

b. Direktur Jenderal Kernenterian Agarna yang rnernbidangi 

pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, 

golongan ruang lVla di lingkungan Kernenterian Agama. 

c. Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agama Provinsi bagi 

Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang 

lll lc dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang ill/d di 

lingkungan Kantor Wilayah Kernenterian Agarna. 

d. Gubernur atau Kepala Dinas yang rnernbidangi pendidikan bagi 

Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang 

lll lc sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat 

Pembina, golongan ruang lVla di lingkungan Provinsi; 

e. BupatiNalikota atau Kepala Dinas yang rnembidangi 

pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, 

golongan ruang llllc sampai dengan Pengawas Sekolah 

Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa di lingkungan 

KabupatenIKota. 



f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi 

Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang 

lll ic sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat 

Pembina, golongan ruang IVIa di lingkungan instansi pusat di 

luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kernenterian 

Agarna. 

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I ) ,  dibantu oleh: 

a. Tim penilai Kementerian Pendidikan Nasional atau pejabat lain 

yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan 

Nasional yang selanjutnya disebut tim penilai Pusat. 

b. Tim penilai Direktorat Jenderal Kernenterian Agama bagi 

Direktur Jenderal Kementerian Agama yang rnembidangi 

pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kementerian 

Agama. 

c. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala 

Kantor Wilayah Kernenterian Agarna yang selanjutnya tim 

penilai Kantor Wilayah. 

d. Tim penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang 

membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai 

Provinsi. 

e. Tim penilai KabupatenIKota bagi Bupatinnlalikota atau Kepala 

Dinas yang rnembidangi pendidikan yang selanjutnya disebut 

tim penilai KabupatenlKota. 

f. Tim penilai lnstansi Pusat di luar Kernenterian Pendidikan 

Nasional dan Kementerian Agama bagi pimpinan instansi pusat 

atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut tim 

penilai lnstansi. 

(3) Tim penilai pusat sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a 

terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian 

Agarna, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal 24 

(1) Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah 

terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat 

fungsional Pengawas Sekolah. 



Susunan anggota tim penilai adalah sebagai berikut: 

a Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; 

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur 

kepegawaian; dan 

d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota 

Syarat anggota tim penilai adalah: 

a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama dengan 

jabatanlpangkat Pengawas Sekolah yang dinilai; 

b, memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja 

Pengawas Sekolah; dan 

c ,  dapat aktif melakukan penilaian. 

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas 

Sekolah. 

Anggota Tim Penilai ProvinsilKabupatenlKota pada ayat (2) huruf 

d, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsil 

KabupatenlKota. 

Anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah harus 

lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat 

sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional. 

Pasal 25 

Apabila tirn penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit 

Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Pusat. 

Apabila tim penilai KabupatenlKota belum dibentuk, penilaian 

angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim 

penilai KabupatenIKota lain terdekat atau tim penilai Provinsi yang 

bersangkutan atau tim penilai Pusat. 

Apabila tim penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kredit 

Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Provinsi 

lain terdekat atau tim penilai Pusat. 

Apabila tim penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian 

angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim 

penilai Kantor Wilayah terdekat atau tim penilai Kementerian 

Agama~ 



(5) Pembentukan dan susunan anggota tirn penilai ditetapkan oleh: 

a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk 
setingkat eselon I untuk tim penilai Pusat; 

b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi 
pendidikan untuk tirn penilai Kementerian Agama; 

c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk tim 
penilai Kantor Wilayah; 

d. Gubernur atau Kepala Dinas yang rnembidangi pendidikan 
untuk tim penilai Provinsi; 

e BupatiIWalikota atau Kepala Dinas yang membidangi 
pendidikan untuk tirn penilai KabupatenIKota; dan 

f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk di luar 
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kernenterian Agama 
untuk tim penilai instansi. 

Pasal26 

(1) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

(2) PNS yang telah rnenjadi anggota tim penilai dalarn 2 (dua) masa 
jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melarnpui 
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 

(3) Dalam ha1 terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, maka 
Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai 
pengganti. 

Pasal 27 

Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan 
Nasional selaku Pimpinan lnstasi Pernbina jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah. 

Pasal 28 

Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diajukan oleh: 

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agarna, Gubernur atau Kepala 
Dinas yang membidangi pendidikan, BupatiIWalikota atau Kepala 
Dinas yang rnembidangi pendidikan, Pimpinan lnstansi Pusat di 
luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama 
atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan 
Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk 
angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat 
I, golongan ruang lVlb sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, 
pangkat Pembina Utama, golongan ruang lVle di lingkungan 
instansi pusat dan daerah. 
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b .  Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agama Provinsi kepada 

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk angka kredit 

Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang 

IVIa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 

c.  Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenlKota kepada 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angka 

kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang 

Ill/c dan pangkat Penata Tingkat I ,  golongan ruang lllld di 

lingkungan Kantor Kementerian Agama KabupatenlKota. 

d.  Pejabat eselon Ill yang membidangi kepegawaian kepada 

Gubernur atau Kepala Dinas yang rnernbidangi pendidikan untuk 

angka kred~t Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan 

ruang lll lc sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat 

Pembina, golongan ruang lV/a di lingkungan Provinsi. 

e. Pejabat eselon Il l  yang membidangi kepegawaian kepada 

BupatiiWalikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan 

untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, 

golongan ruang Illlc sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, 

pangkat Pembina, golongan ruang lV/a di lingkungan 

KabupatenlKota. 

f. Pejabat eselon Ill yang ~membidangi kepegawaian kepada 

pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 

angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan 

ruang lll lc sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat 

Pembina, golongan ruang IVla di lingkungan instansi pusat di luar 

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. 

Pasal 29 

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

rnenetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan 

kenaikan jabatanlpangkat Pengawas Sekolah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2 )  Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, 

tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Sekolah yang 

bersangkutan. 



BAB 1X 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

PENGAWAS SEKOLAH 

Pasal 30 

Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan 

fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 31 

(1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. masih berstatus sebagai Guru dan merniliki sertifikat pendidik 

dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun 

atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

sekolahimadrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai 

dengan satuan pendidikannya masing-masing; 

b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)IDiploma IV bidang 

Pendidikan; 

c, memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang 

pengawasan; 

d, memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang Illic; 

e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lirna) tahun; 

f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah; 

g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon 

Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan 

h, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai 

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional 

Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari 

angka kredit jabatan fungsional Guru. 



BAB X 

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL 

PENGAWAS SEKOLAH 

Pasal 32 

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 
pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah 
dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas 
Sekolah dilaksanakan sesuai dengan forniasi jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri 
yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur 
negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara; 

b. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan 
fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis 
dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan 
aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 

(2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I ) ,  berdasarkan beban kerja Pengawas 
Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur 
sebagai berikut: 

a. jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota 
dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau 

b. jumlah seluruh Guru di provinsi/kabupaten/kota dibagi sasaran 
Guru yang dibina. 

BAB XI 

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, 

DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARl 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH 

Pasal 33 

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat 
kembali, dan rnernberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai peraturan 
perundang-undangan. 



Bagian Pertama 

Pernbebasan Sernentara 

Pasal 34 

(1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang lll lc 
sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina 
Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 
menduduki jenjang jabatanlpangkat terakhir tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi. 

(2) Pengawas Sekolah Utarna, pangkat Pembina Utama, golongan 
ruang IVIe, dibebaskan sernentara dari jabatannya apabila setiap 
tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya tidak dapat 
mengurnpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari 
kegiatan tugas pokok. 

(3) Di samping pembebasan sementara sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara 
dari jabatannya apabila: 

a. Dijatuhi hukurnan disiplin tingkat sedang atau tingkat berat 
berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 
(tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 
setingkat lebih rendah; 

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah; 

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 

e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih 

Bagian Kedua 

Pengangkatan Kembali 

(1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pernbebasan 

sernentara sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 34 ayat (1) dan 
ayat (2) apabila telah rnengurnpulkan angka kredit yang 
ditentukan, diangkat kernbali dalam jabatan fungsional Pengawas 

Sekolah, 

(2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 34 ayat (3) huruf a dapat diangkat kernbali 
dalam jabatan fungsionai Pengawas Sekolah paling kurang 1 

(satu) tahun setelah pembebasan sernentara. 



(3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagairnana 
dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali 
dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan 
keputusan pengadilan yang telah rnernpunyai kekuatan hukum 
yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana 
percobaan. 

(4) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali 
dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia 
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 

(5) Pengawas Sekolah yang telah selesai rnenjalani pembebasan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf 
d dan e dapat diangkat kembali dalarn jabatan fungsional 
Pengawas Sekolah. 

(6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  ayat (2), ayat (31, dan ayat 
(4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan 
dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah 
yang diperoleh selama pembebasan sementara. 

Bagian Ketiga 

Pernberhentian 

Pasal 36 

Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila: 

a. Dijatuhi hukurnan disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 
atau pernindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 
rendah; dan 

b, dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan sementara 
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 34 ayat (1) 
dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang 
ditentukan. 

BAB XI1 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37 

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sarnpai dengan 
ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai 
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 91IKEPIM.PANI1012001 



Pasal 38 

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Pengawas Sekolah yang masih 

memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang lll ia dan pangkat 

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb melaksanakan tugas 

sebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatif 

minimal yang harus d~penuhi untuk kenaikan pangkat Pengawas 

Sekolah, yaitu: 

a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTAIDiploma I adalah 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi ini. 

b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi ini. 

c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma Ill adalah 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi ini, 

(1) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah SIIDIV pada saat 

berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi ini diwajibkan untuk memperoleh 

ijazah SI/DIV di bidang pendidikan. 

(2) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah Sarjana 

(S1)IDiploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  kenaikan 

pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I ,  golongan ruang Illld 

atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

ini ditetapkan. 

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, setiap 

tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld 

atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 

15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. 



BAB Xlll 

KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh 

Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal 42 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

91IKEPIM.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas 

Sekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal43 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tangga1.30. Desember 201 0 

UNAAN APARATUR NEGARA 

RMASl BIROKRASI, 



UNSUR 7 

AKADEMIK DAN 
MANAJERIAL 

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERl NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

Nornor 21 Tahun 2010 
Tanggal 30 Desernber 2010 

RlNClAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH 

DAN ANGKA KREDITNYA 

SUB UNSUR BUTlR KEGIATAN SATUAN HASlL KREDIT 1 ANGw / PELAKSANA 

- 
dan rnemperoleh SUrat Tanda Tamat Lama diklat paling sedikit 161 jam 
Pendidlkan dan Pelatihan (STTPP) 

3 

A Mengikutl pend~d~kan formal dan 
memperoleh gelarlljazah 

B Menglkutl pendld~kan dan pelatlhan 
funaslonal calon Penaawas Sekolah 

fungslonal serta niemperoleh surat 
tanda tarnat pendldikan dan pelatlhan 
(STTPP) 

4 

I I I 

6 

~jazah 

ljazah 

llazah 

1 

2 

3 

1 llama diklat lebih darl 960 jam 

Doklorl Speslalls 2 

Mag~sterlSpes~al~s I 

Sarjanal Dlploma IV 

semuajenjang 

semua jenjang 

semua jenjang 

semua ienianq 

, , 

I I 

200 

150 

100 

setlhkat 

2 

3 

4 

5 

6 

Pelaksanaan program 

semua jenjang 

semua jenjang 

sernua jenjang -- 

15 I semiia ienianq 

lama dlklat antara 641 - 960jam 

lama dlklat antara 481 - 640 jam 

lama dlkat antara 161 - 480 jam 

lama diklat antara 81 -160jam 

lama d~kiat antara 30 - 80jam 

1 

rnenyusun program pengawasan I setlap program 1 0 60 

setifikat 

selihkat 

setifikat 

setlftkal 

setlflkal 

rnuda 

rnelaksanakan pemblnaan guru danlatau 
kepala sekolah 

9 

6 

3 

2 

1 

setlap laporan 

sernua jenjang 

0.90 

1 20 

5.60 

6.00 

8 00 

madya 

utama 

muda 

rnadya 

utama 





berada dalarn keadaan darural lain. 
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LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNMNAPATARURNEGARA 
DAN REFORMASI BIROKR4SI 
Nornor 21 Tahun 2010 
Tanggal 30 Desernber 2010 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANJPANGKAT 

PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDlDlKAN DOKTOR (S3) 

JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 1 
NO U N S U R  PERSENTASE 

MUDA M ADYA 

1111~ lllld lvla lVlb IVIc ---. 

1 UNSURUTAMA 

1 Pendidikan Sekolah 

2 Mengikut~ pendidikan dan pelatihan fungsional 
calon Pengawas Sekolah dan rnernperoleh Surat 
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

3 Mengikuti pendldikan dan pelatihan fungsional 
dan rnernperoleh Surat Tanda Tarnat Pendidikan 
dan Peatlhan (STTPP) 

6. Pengawasan Akademik dan Manajerial 

C Pengembangan Profesr 

2 UNSUR PENUNJANG 

( ~ e ~ l a t a n  penunlang Pengawas Sekolah I 
I J U M L A H  1 / 200 1 300 1 400 1 550 1 700 

UTAMA 

APARATUR NEGARA 



A N T E R I  NEGARA 

LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPATARURNEGARA 
DAN REFORMASI BlROKRASl 
.Nornor 21 Tahun 2010 

Tanggal 30 ~ e s e r n b ~ r 2 ~ ~ 6 ' ~  

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDlDlKAN SLTNDIPLOMA I 

RMASl BlROKRASl 

R A N  

- 

NO 

1 

2 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

A. Pendidikan 

1 Pendidikan Sekolah 
2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon 

Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tarnal 
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

3 Mengikull pendidikan dan pelatihan fungsional dan 
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatlhan 
(STTPP) 

B. Pengawasan Akademik dan Manajerial 

C. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegialan penunjang Pengawas Sekolah 

J U M L A H  

PERSENTASE 

? 80% 

< 20% 

100 

JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 

lllla 

25 

60 

15 

150 

MUDA 

200 

llllb 

25 

100 

25 

300 

llllc 

25 

140 

35 

l l l ld 

25 

220 

55 



LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA 
PEhDAYAG JNAAK APATAR JR NEGARA 
DAh RCFORMASI BIRO~RASI 
Nornor 21 Tahun 2010 
i a i g g G 3 0  Desernber 2010 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAl 

PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDlDlKAN DIPLOMA II 

A Pendidikan : I I I I I 

NO 

1 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

1 Pendidikan Sekolah 

2 Menglkuti Pendidikan dan peiatihan fungsional calon Pengawas 
Sekolah dan rnemperoleh Surat Tanda Tarnat Pendidikan dan 
Pelatihan (STTPP) 

3 Menglkuli pendidikan dan pelalihan fungsional dan 
rnemperoleh Surat Tanda Tarnal Pendidikan dan Pelalihan 
(STTPP) 

B. Pengawasan Akadernik dan Manajerial 

C. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

,..--MHU-ERI NEGARA 

Kegialan penunjang Pengawas Sekolah 

J U M L A H  

PERSENTASE 

2 80% 

5 20% 

JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 

MUDA 

40 

48 

lllla 

12 

100 

40 

88 

llllb 

22 

150 

40 

128 

Illlc 

40 

208 

32 

200 

ll l ld 

52 

300 



LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI NEGARPI 
PENDAYAGUNAAN APATARUR NEGARA 
DAN REFORMASI BIROKWSI 
Nornor 21 Tahun 2010 

Tanggal 30 ~esember 2010 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 

PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA Ill 

NO 

1 

2 

U N S U R  

UNSUR UTAMA 

A Pendldikan 

1 Pendldikan Sekolah 

2 Menglkut~ pendidikan dan pelatlhan fungsional calon Pengawas 
Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidlkan dan 
Pelatihan (STTPP) 

3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsionai dan 
memperoleh Surat Tanda Tarnal Pendidikan dan Pelatihan 
(STTPP) 

B Pengawasan Akademik dan Manajerial 

C. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegialan penunjang Pengawas Sekolah 

J U M L A H  

PERSENTASE 

2 80% 

120% 

APARATUR NEGARA 

100 

JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 

lllla 

60 

32 

8 

150 

MUDA 

200 

I l l lb 

60 

72 

18 

300 

llllc 

60 

112 

28 

lllld 

60 

192 

48 


